
PERJANJIAN KERJASA A

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN

LEMBAGA PETIASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG

TENTANG

PELAYANAN PEREKAIAN OAN PENCETAKAN KTP .EL BAGI WARGA BINAAN

PEi'ASYARAKATAN

DI LEi'BAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG

KABUPATEN TULUI{GAGUNG

NOUOR: 400.1 2r499r26.0512023
NOltlOR: Wl5. PAS.PAS.26.HH.04.06{17

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang

bertandatangan di bawah ini :

'l. Nama i NINA HARTIANI, SH

Jabatan r Kepala Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil Kabupalen

Tulungagung

Alamat : Jalan R.A Kartini Nomor 23, Tulungagung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Penc€tatan Sipil

Kabupalen Tulungagung yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

Jabatan

Alamat

Selanjutnya PIHAK XESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK

teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAtf,A adalah lnstansi Pelaksanaan yang melaksanakan Urusan

Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintahan Kabupaten

Tulungagung dan bertanggungjawab kepada Bupati Tulungagungl

: R,BUDIMAN P. KUSUMAH

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Kabupaten Tulungagung

: Jl. Pahlawan No. 139 Tulungagung

dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Tulungagung

di Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



b. Eahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga pemasyarakatan K€tas ltB Tutungagung di
Kabupaten Tulungagung yang bertanggungjawab dalam pembinaan narapidana dan anak
didik pemasya.akatan;

Dengan memperhatikan ketentuan peratuaan perundang-unclangan sebagai berikul

1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasr K€pendudukan

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahon 2013 Nomor

232, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubtik (Lembar Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5078)

3. Undang-undang N omot 22 f ahun 2022 lentang Pemasyarakatan.

4. Peraturan Presdon Tahun 2009 Nomor 26 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Eerbasis Nomor lnduk Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Tahun 2010 Noanor 35 sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Presiden

Tahun 2012 Nomor 126, sebagaimana telah diLrbah dengan Peraturan Presiden Tahun

2013 Nomor 112;

5. Peraturan Peme ntah Nomor 37 Tahun 2007 lentang Pelaksanaan Udang-udang Nomor

23 Tahun 2006 tBntang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesai

Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 1o2 Tahun

2012 (L€mbaran Negara Ropublik lndonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan

Lembaran Negara Rebuplik lndon€sia Nomor 5373);

6. PeratuGn Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan

hak warga pemasyaGkatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 lentang Peningkatan Kuahtas

layanan €dministrasi kependLrdukan (Barita Negara Republik lndonesja Tahun 20'18 Nomor

498);
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'1 Maksud Perianjian Ke4asama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk

m6laksanakan keiasama yang diselenggarakan atas dasar Ltpaya untuk meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan publik

2 Tujuan Porjanjian Kerjasama iniadalah :

a. Terjalinnya hubungan Kerlasama yang saling menglrnlungkan antara PIHAK

PERTAMA dengan PIHAK KEoUA dalam penyelenggaraan p€layanan publik;

b. PIHAK PERTAMA memberik€n pelayanan administrasi kependudukan kepada warga

binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB Tulungagung di

Kabupalen TulungagurE guna mendapalkan hak-hak dasar sebagai waaga masyarakat

dalam momperol€h pelayanan publik di tempat yang dikelola oleh PIHAK KEOUA;

c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagr masyarakat

Kahrpaten Tulungagung.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Ruang lingkup Pe4anjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan adminiskasi

kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el serta sosialisasr terkait kelengkapan

data kopendudukan bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakalan Kelas

ll8 di Kabupaten Tulungagung

(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMAI

a. Menyelenggarakan pelayanan admrnisfasi kependudukan benrpa p€rekaman dan

pencetakan KTP-€I dan bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llB di Kabupaten Tulungagung;

b. tvlenyediakan sumber daya manusia (SDM) sebagai narasumber dalam

sosialisasi/bimbrngan teknis tentang kolengkapan data kependudukan kepada PIHAK

KEDUA sesuardengan kebutuhan dan kegiatan dari PIHAK KEOUA;

c. Memb€rikan hasil pelayanan adminiskasi kopendudukan kepeda petugas Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llB Tullrngagung di Kabupaten Tulungagungi
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(2) KEWAJIBAN PIHAK KEOUA:

a. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran

pelaksanaan Pelayanan adminiskasi kependudukan serta sosialisasi di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas llB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;

b. Menghimpun dan mendata warga binaan pemasyamkatan yang akan dilakukan

perekaman biometrik;

c. Mendistribusikan hasil pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan yang lelah

diteoitkan dokumen kependtdukannya (KTP-el)i

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAiTA mempunyai hak untLrk memindaidata dan memperoleh bantuan akses

dalam p€nyelenggaraan perekaman dan penc€lakan KTP-61 di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas llB Tulungagung di tGbupaten Tulungagung;

(2) PIHAK KEOUA mempunyai hak untuk mendapaikan layanan perekaman biometrik bagi

warga Binaan pemasyarakatan serta sosialisasi tentang kelengkapan administrasi

kependudukan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll8 Tulungagung di

Kabupat€n Tulungagung:

PARA PIHAK m€lakukan ealuasi pelaksanaan Perjanjian Ke4asama sec€ra bersama dan

berkala.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

PASAL 5

EVALUASI

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peqanjian Kerjasama ini dibebankan pada

anggaran PARA PIHAK sesuaidengan ketentuan per lJndang-Undangan.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waklu 2 (dua) tahun, tefiitung dimulai pada tanggal 07

Maret 2023 s,/d 07 Maret 2025 dan dapat drperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
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(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat

dilakukan perubahan pelaksanaan Perlanjian Kerja Same atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayal (1), adalah adanya kebijakan

pemerintah yang mengakibalkan tidak dapal dilanjutkannya pelaksanaan PerFnjian Keia

Sama ini dan apabila le4adi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN IvIEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PASAL 1O

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 11

LAIN-LAiN

Perlanjian Kerja Sama iniberakhir apabila :

a. Jangka waktu Perjanjian Keria Sama telah selesai

b. Alas kesepakalan PARA PIHAK untuk mengakhin Kerjasama sebelum iangka waktu

Pe4anjian Ka4asama b€rakhir

('1) Apabila dikemudian hari limbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan

pelaksanaan Peqan)ian Kerja Sama ini anlara PARA PIHAK akan diselesaikan secara

musyawaaah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah da mufakat sebagaimana dimakslrd Pada ayat (1) tidak tercapai,

maka akan diselesaikan sosLrai dengan kotentuan p€raturan per Undang Undangan

(1) Dalam hal dip€rlukannya penambahan atau pengurangan maleri Pedanjian Keriasama ini

maka dapat dilakukan p€rubahan atas persetuiuan PARA PIHAK'

/r\ Penbahan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dituangk€n dalam Adendum yarE

t ' 
a"ar"*rn o"n'"n lldak terplsahkan dan Penaniian Kerjasama rnl
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Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi

materi drkup dan melnpunyai k6kuatan hukum yong sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PASAL I2
PENUTUP

PIHAK KESATU,
KEPATA DINAS

KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PIHAK KEDUA
KEPALA

KABUP NG
RAKATAN KELAS IIB

G
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